BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR | TAHUN 2017

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal
201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun
2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang
Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan
(GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan
(TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun

Anggaran 2017,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Mempawabh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1S5 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis;
Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor .1 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155) ;



10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak
Menjadi Kabupaten Mempawah Di  Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan  Belanja Penunjang  Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015

Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016
Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN
KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS
PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai wunsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
Bupati adalah Bupati Mempawah;

Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung;

Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;

Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang persediaan
guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak
dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya
disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah meliputi :

poop

Uang Persediaan (UP);

Ganti Uang Persediaan (GU);
Tambahan Uang Persediaan (TU);
Pembayaran Langsung (LS).



-

BAB 11
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
Pasal 3

(1) Pemcriptah Kabupaten Mempawah menetapkan Batas Jumlah Uang
Perse@aan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017.

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2017
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU)
dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-
kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

(1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan.sctinggi-
tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing SKPD.

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi jumlah
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayatl{ 1) harus dengan
persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan

keuangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengyndangan
patannya dalam Beritq Daerah

Agar setiap orang m
Peraturan Bupati ini dengan penem

Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di| Mempawah
pada tanggal [3-1— 2017

BUPATI MEMPAWAH,

[ S

—_,/

MOCHRIZAL RIA NORSAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MIMPAWAH
TAHUN .27, NOMOR .....L.........



L'AMPlRﬁN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL 2017
TENTANG

| BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS
" PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERIN

ENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME
TAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PEMN4KAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2017
T Halaman : 1
| TAKSIRAN BELANJA
TOTAL BELANJ : ELANJA PAGU UP DEFINITIF
‘o UNIT KERJA TOTAL BELANJA friretorliag | O i YANG DIBAYARIAN [ TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 [ 5 6 7
1 |DINAS PENDIDIKAN ,PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Rp  v/263.653627.60000 |Rp v 23043460600000 |Rp -~ 24.219.021.600,00 | Rp »~ 8.905.969.400,00 | Rp « §00.000.000,00
2 |DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA Rp /7063557285000 |Rp v 29.786.309.00000 |Rp  ~ 40.849.263.85000 |Rp v 21338.828.850,00 | Rp v 1.800.000.000,00
3 |RSUD Dr. RUBINI Rp V4408868310000 |Rp 2334284970000 |[Rp v/ 20.745.833.400,00 | Rp ~ 3.932.118.900.00 | Rp + 400.000.000,00
4 |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp  ~183.093.821.200.00 | Rp ~ 757936600000 | Rp _ ~ 175.51445520000 | Rp  ~ 2.635965.700.00 | Rp « 250.000.000,00
5 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN Rp v 4819638430000 [Rp  ~ 204154400000 [Rp  ~ 46.154840.30000 [Rp  « 1481.42530000 |Rp  ~  150.000.000,00
6 |SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Rp - 9.456.830.000,00 | Rp v 6039.291.00000 | Rp  ~ 341753900000 (Rp . 2068.409.000,00 | Rp - 175.000.000,00
, [DNAS  SOSIAL,  PEMBERDAYARN PEREMPUAN DAN ~PERLINDUNGAN  ANAK, i
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Rp  ~ 10.157.884.500,00 | Rp v 328240100000 | Rp ¥ 687548350000 |Rp v 3.930.725.500,00 | Rp v 350.000.000,00
8 [DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp v 420609040000 | Rp v 176460540000 | Rp ¥ 244148500000 [Rp  ~ 1284.127.000,00 | Rp < 125.000.000.00
9 |DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Rp ~ 2139055260000 | Rp ~ 5163907.00000 [Rp  ~ 16.226645.60000 |Rp  » 8.130.953.600,00 | Rp ~ £00.000.000.00
10 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Ro  ~ 3358.369.60000 |Rp . 165437000000 | Rp v 1.703.998.60000 |Rp v 1635684.600,00 | Rp ' 150.000.000,00
11 [DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU Rp v 5559.273.000,00 | Rp v 2.713.133.000,00 | Rp < 2.846.140.00000 | Rp  w 1.359.845.000,00 | Rp ~ 125.000.000,00
12 [DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Rp v 441669325000 |Rp 267235745000 | Rp v 174433580000 [Rp v 1.009.219.800,00 [ Rp ~ ©0.000.000,00
13 |DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Rp 3394891050000 |Rp  ~13.027.544.00000 |[Rp  + 14.921.366.50000 |Rp  +~ 5.353.146.500,00 | Rp ~ 450.000.000,00
14 [DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Rp v 1191194100000 | Rp v~ 4.686.810.00000 [Rp v 7.025.131.00000 |Rp  + 2891.639.000,00 | Rp v 250.000.000.00
15 [SEKRETARIAT DAERAH Rp  ~ 31.641.42250000 |Rp v B.414.21230000 |Rp v 23.227.210.20000 |Re . 17.754.370.200,00 | Rp v 1.200.000.000,00
16 |SEKRETARIAT DPRD Rp  « 21.540.460.726,00 | Rp v 3036.029.72600 |Rp .~ 18.504.431.00000 [Rp v 16.003.533.000,00 | Rp v 1.200.000.000,00
17 |INPEKTORAT DAERAH KABUPATEN Rp v 491351946900 |Rp 243938946900 |[Rp  « 2.474.130.000,00 | Rp v 2.105.410.000,00 | Rp - 180.000.000.C0
18 |BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp v 702000300000 |Rp  + 2951.028.00000 |Rp v 4.088.97400000|Rp ¥ 3.052.504.000,00 | Rp » 27000000000
19 [BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rp ~ 170.04496225000 |Rp v 165242.232.150,00 | Rp v 480273010000 |Rp v 4.200.621.000,00 | Rp v 350.000.000,00
20 |BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI Rp  ~ 6.15803887500 |Rp  ~ 4451.20287500 |Rp v/ 1.706835.00000 [Rp v 1.832.791.000,00 | Rp ~ 150.000.000,00
21 |BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rp ¥ 927373304100 [Rp v 251245504100 |[Rp ' 6761.27800000|Rp +  3.062520.500.00 | Rp v 270.000.000.00
JUMLAH Rp 9.535.000.000.00 | .



} Halaman @ 2
— TAKSIRAN BELANJA | o6y yp DEFINITIF
UNIT KERJA TOTAL BELANJA  |TOTAL BELANJA TIDAK| | TOTAL BELANJA YANG DIBAYARKAN |15 11N ANGGARAN 2017
NO LANGSUNG LANGSUNG MELALUI UP
7
2 3 ) — °

i

KECAMATAN S — 1242557.20000 | Rp 110.000.060,00

1 TRECAMATAN MEMPAWAH HILIR i 5.135.506.200,00 | Rp 3679919.000.00 | Ro TAS5.587 20000 1 Fp 'grermsr,rjm Ro 85 000.000,00
5 TKECAMATAN MEMPAWAH TIMUR Bp 390097740000 | Rp 2.689.517.000.00 | Rp 1.120460400.00 | Rp EIE 45 000.000.00

T [KECAMATAN SUNGAI KUNYIT Rp 2.128170.300.00 { Rp 1576.743000,00 | Rop 551427.300.00 | Rp il 5000,006,00

7 TKECAMATAN SUNGAI PINYUR Rp 3.235658.700,00 | Rp 2.384.936 000,00 | Rp §50722.700.00 | Rp CiLlal2L ,rJr,.-J = = 000.000.00

% [KECAMATAN ANJONGAN Rp 2.918.640.300,00 | Rp 2.156.711.000.00 | Rp 761.929.300,00 | Rp m'MErJrJ; F;p 10 :Fo 30,00

& [KECAMATAN T0HO Rp 1.997.354.900,00 | Rp 1.484.864 00000 | R SZANSH0|Ro ) 48T 0050

~{KECATITAN SADANIANG Rp 1.580.029.400,00 | Rp 1.077.653.000.00 | Rp 502.370.400,00 | Ro 463.710.40000 1 Ro 40'1:60 e

8 |KECAMATAN SEGEDONG Rp 1.642.858.400,00 | Rp 1.353.909.000.00 | Rp 48895040000 | Rp 45:3:‘:;233 i:;_) 15 :cg gcg.cg

3 [RECANATAN SIRTAY Rp 1997.272.100,00 | Rp TAS0R07 00000 [ Ry 546 665.100.00 | Ro 5054010000 [ Fo L
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